WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BERUPA GAJI KETIGA BELAS
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa Pemerintah Kota Blitar menjamin kesejahteraan dan
memberikan rasa keadilan kepada Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis profesional serta
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
Pemerintah Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Pemberian Tunjangan Berupa Gaji Ketiga Belas dan
Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Tidak
tetap D‘i Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

t




Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551); '
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan |
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 ;

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.
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144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah

sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan

‘Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahan ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 5};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
BERUPA GAJI KETIGA BELAS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.




3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah
pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota
untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeréh yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang di buat dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan' secara
teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan
dengan gaji.

7. Tunjangan dalam peraturan ini meliputi gaji ketiga belas dan
tambahan penghasilan pegawai.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber
dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain
yang dipersamakan.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
berdasarkan SPM.

Pasal 2
Tunjangan berupa Gaji Ketiga Belas dan Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan kepada PTT di lingkungan

Pemerintah Kota Blitar pada bulan Juli.

Pasal 3
(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari

komponen Gaji Pokok dan Tunjangan Bidang Tugas.




(2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan penerima pada bulan Juni.

(3) Bagi PTT yang bekerja di Puskesmas kepadanya diberikan
TPP sesuai masa kerja dikurangi jasa kapitasi yang diberikan

pada bulan Juni.

Pasal 4
Mekanisme Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji
Ketiga Belas dan Tambahan Penghasilan Ketiga belas di

lakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5
Anggaran pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Juni 2019
WAKIL WALIKOTA BLITAR,
ttd.
SANTOSO
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.
RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat Daerah Kota Blitar
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk 1
NIP. 19670909199803 1 008
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